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ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan di Kota Cimahi. Jumlah korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya.
Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus
kekerasan seksual di Kota Cimahi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu
bentuk kolaborasi yang dijalankan, peran masing-masing pihak, dan pembelajaran yang dapat
dipetik dari kolaborasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani
kekerasan seksual di Kota Cimahi secara umum telah berjalan dengan baik, namun belum
mencapai hasil yang optimal. Tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus
kekerasan seksual oleh masyarakat, serta ketergantungan yang tinggi pada partisipasi aktif
masyarakat dalam penanganan kasus. Pemerintah Kota Cimahi, melalui berbagai dinas seperti
DP3AP2KB, P2TP2A, dan Unit PPA, telah berperan aktif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing, termasuk memberikan layanan penanganan dan melakukan sosialisasi
pencegahan. Penelitian ini Sementara itu, lembaga berbasis masyarakat seperti PATBM juga
turut berkontribusi dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Namun demikian,
efektivitas program-program yang telah dijalankan masih sangat bergantung pada keterlibatan
masyarakat dalam implementasinya di lingkungan masing-masing. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual dan
mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi.
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ABSTRACT

Sexual violence is one of the problems in Cimahi City. The number of victims of violence against
women and children in Cimahi City continues to increase every year. This research examines
the collaboration between the government and the community in handling sexual violence
cases in Cimahi City. The research focuses on three main aspects, namely the form of
collaboration that is carried out, the role of each party, and the lessons that can be learned
from the collaboration. The method used was qualitative with a descriptive approach. Data
were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The
results showed that government and community collaboration in dealing with sexual violence
in Cimahi City has generally been going well, but has not yet achieved optimal results. The
main challenge lies in the low level of reporting of sexual violence cases by the community, as
well as a high dependence on active community participation in handling cases. The Cimahi
City Government, through various agencies such as DP3AP2KB, P2TP2A, and the PPA Unit,
has played an active role in accordance with their respective main tasks and functions,
including providing handling services and conducting prevention socialization. Meanwhile,
community-based organizations such as PATBM have also contributed to efforts to handle
sexual violence cases. However, the effectiveness of the programs that have been implemented
is still highly dependent on community involvement in their implementation in their respective
environments. This study concludes that strengthening collaboration between the government
and the community is needed to increase awareness about the importance of reporting sexual
violence cases and optimize the handling of sexual violence cases in Cimahi City.

Keywords: Collaboration, sexual violence, protection of women and children, case handling,
community participation



PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan karena
terdapat dua alasan utama, yaitu alasan
teoritik dan empirik. Latar belakang yang
pertama yaitu empirik, yang berupa
pengamatan yang faktual. Serta bertujuan
untuk memahami mengenai topik melalui

bukti empirik yang telah ada.

Pertama, Kasus kekerasan seksual
menjadi urgensi yang sering dibahas akhir
— akhir ini. Kekerasan seksual adalah
masalah serius yang mendapat perhatian
besar di masyarakat akhir-akhir ini.
Banyaknya kasus yang dilaporkan
menyoroti betapa pentingnya kesadaran
dan tindakan untuk melindungi korban,
mencegah kejadian serupa, dan
menegakkan keadilan. Penting untuk terus
mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya menghormati dan melindungi
setiap individu dari segala bentuk
kekerasan, serta memperkuat sistem hukum
untuk korban mendapatkan perlindungan
yang lebih baik serta pelaku kekerasan
seksual diberikan sanksi yang tegas. Semua
ini memerlukan kerja keras dan dukungan
dari seluruh komunitas untuk menciptakan
lingkungan yang aman bagi semua orang.
Maka dari itu kekerasan seksual tidak bisa
ditangani oleh satu pihak, penanganan
dilakukan dengan

menggunakan

”Collaborative Governance”.

Dalam  penanganan  kekerasan
seksual, collaborative governance dapat
berperan sebagai langkah bersama yang
melibatkan berbagai stakeholder, seperti
pemerintah, organisasi non-pemerintahan,
akademisi, dan masyarakat, beberapa
indikator penting yang harus dipenuhi
adalah komitmen yang kuat dari beberapa
pihak, terdapat informasi dari berbagai
pihak yang telah melakukan koordinasi,
struktur jaringan yang jelas, kejelasan

mengenai peraturan dan tanggung jawab,

serta sumber daya yang memadai.

Menurut data dari  Komnas
Perempuan, pada tahun 2020 hingga 2022,
mengalami kenaikan yang besar. Data
menunjukan, pada tahun 2020 pelaporan
kekerasan seksual sebesar 302,300 kasus.
Sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar
459,094 kasus. Pada data tersebut
menunjukan kenaikan yang sangat besar.
Sedangkan pada tahun 2022 mengalami
penurunan sebesar 457,895 kasus. Tetapi
penurunan tersebut masih di atas rata — rata.
Sedangkan data di kota Cimahi, pada tahun
2022 terdapat 45 kasus kekerasan terhadap
anak di Kota Cimahi. Menurut data
tersebut, terjadi 40 kasus di wilayah
sekolah.



TINDAK
KEKERASAN
N | TAH | TERHAD | TERHAD | JUML
o | UN AP AP AH
ANAK | PEREMPU
AN
1 | 2017 18 6 24
2 | 2018 20 9 29
3 | 2019 20 10 30
4 | 2020 11 6 17
5 | 2021 14 12 26

Sumber : DP2KBP3A4 Kota
Cimahi, 2021, diolah

Keempat, berdasarkan data yang
bersumber dari Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) 2023 - 2026, Data
kekerasan seksual terhadap Perempuan
dalam kurun 5 (lima) tahun tidak ada
penurunan yang signifikan. Data
menunjukan dari tahun 2017 hingga
2019 mengalami kenaikan kasus. Dari
24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada
tahun 2019, dan mengalami penurunan
pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada
2021 kasus naik kembali menjadi 26

kasus.

Peneliti mengamati keadaan ini dan
menghubungkannya dengan paradigma
Collaborative Governance. Sementara itu,
landasan teoritis penelitian ini mengkaji
temuan penelitian sebelumnya yang
berjudul Colaborative Governance Dalam
Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak

Di Kota Surabaya (Rahmawati, Citra

Pragita & Diana, 2023). Studi ini telah
menyelidiki kerja sama antara pemerintah
Kota Surabaya, melalui Koordinator
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surabaya, dan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan ~ Anak, dalam rangka
melindungi perempuan dan anak. Lebih
lanjut,  partisipasi para  pemangku
kepentingan menunjukkan partisipasi aktif
banyak pihak dari sektor publik dan
komersial dalam mengatasi terjadinya
kekerasan seksual anak di Surabaya.
Sementara Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, khususnya Bidang Penegakan
Hukum, telah berkontribusi aktif dalam
menangani kasus kekerasan seksual pada

anak di Kota Surabaya.
TUJUAN PENELITIAN

Kekerasan  seksual merupakan
permasalahan serius yang memerlukan
pendekatan kolaboratif antara berbagai
pithak,  termasuk  pemerintah  dan
masyarakat. Kota Cimahi, sebagai salah
satu wilayah yang menghadapi tantangan
dalam menangani kasus kekerasan seksual,
telah  menerapkan berbagai strategi
kolaborasi guna menciptakan lingkungan

yang lebih aman dan responsif terhadap

korban.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan
antara pemerintah dan masyarakat dalam
menangani kasus kekerasan seksual di Kota
Cimabhi. Kolaborasi ini mencakup berbagai
aspek, mulai dari pencegahan,
pendampingan korban, hingga penegakan
hukum  terhadap  pelaku.  Melalui
pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta
sistem yang lebih efektif dalam menangani

kasus kekerasan seksual secara

komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga
berfokus pada peran masing-masing aktor
dalam penanganan kasus kekerasan
seksual. Pemerintah memiliki peran sebagai
regulator, fasilitator, serta penyedia layanan
bagi korban, sedangkan masyarakat
berperan  sebagai  pengawas  sosial,
pendukung korban, serta agen perubahan
dalam menciptakan lingkungan yang aman
dan bebas dari kekerasan seksual. Sinergi
antara kedua pihak ini sangat penting untuk
memastikan ~ bahwa  kebijakan  yang
diterapkan dapat berjalan efektif dan
memberikan dampak nyata bagi korban

serta masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, penelitian ini juga
berusaha memahami pokok bahasan utama
dalam kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat dalam menangani kekerasan
seksual. Hal ini mencakup bagaimana

mekanisme kerja sama yang diterapkan,

tantangan yang dihadapi dalam proses
kolaborasi, serta strategi yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
penanganan kasus kekerasan seksual di

Kota Cimabhi.
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kekerasan Seksual dan

Perlindungan Perempuan/Anak

Kekerasan seksual terhadap anak
harus ditangani. Terdapat sinergitas
antara keluarga, masyarakat, dan
negara. Metode yang digunakan untuk
menjaga anak yang dilakukan dengan
pendekatan yang berbasis sistem.
Sistem  tersebut bertujuan  untuk
membuat lingkungan yang aman bagi
anak. Seperti suatu hal yang
mengancam. Perlindungan  anak
berbasis sistem adalah strategi yang
menekankan tanggung jawab negara
untuk merespons atau menawarkan
layanan yang dimaksudkan untuk

melindungi keselamatan dan hak anak.

(Irvan Rizkian, 2021)

Perlindungan terhadap anak
dan perempuan merupakan upaya
untuk memastikan hak-hak mereka
terpenuhi dan terlindungi dari segala
bentuk diskriminasi, kekerasan, serta
masalah lainnya. Dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006,

dinyatakan bahwa segala usaha untuk



memenuhi hak dan memberikan
bantuan yang dilakukan supaya saksi
atau korban merasa aman, dan lembaga
perlindungan memiliki  kewajiban
untuk melaksanakannya. (Kartika,

2022)

2. Networked Governance dan

Kolaborasi Kebijakan
Networked Governance
didefinisikan ~ sebagai  'entitas = yang

memadukan barang publik kolaboratif dan
penyediaan layanan dengan pembuatan
kebijakan kolektif' (Isett et al.Tahun 2011,
hal. 1158) yang didasarkan pada prinsip-
prinsip kepercayaan, resiprositas,

negosiasi, dan saling ketergantungan antar

aktor (Provan dan KenisTahun 2008).

Networked Governance menurut
banyak ahli, berasal dari minat akademis
mengenai korporatisme, teori negara,
jaringan kebijakan, serta pelaksanaan dan
penyampaian layanan secara bersama-
sama. Dalam konteks ini, berbagai
kelompok kepentingan atau pemangku
kepentingan dalam sistem politik dan
kebijakan (jaringan) mengurangi konflik di
antara mereka dan menciptakan konsensus
yang luas mengenai kebijakan, yang
berkontribusi pada penyampaian layanan
publik secara bersama-sama (Molina dan

Rhodes 2002; Ottaway 2001).

Collaborative Governance menurut
Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008)
mendefinisikan  kolaborasi  kebijakan
sebagai jenis struktur pemerintahan di mana
satu atau lebih lembaga publik memiliki
kontak langsung dengan pemangku
kepentingan non-negara dalam proses
pengambilan keputusan formal yang
difokuskan pada konsensus, deliberatif, dan
pembuatan atau pelaksanaan kebijakan
publik. Ini juga dapat digunakan dalam
administrasi program atau aset publik.

Model Collaborative Governance menurut

Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008)

3. Pencegahan dan Penanggulangan
Kekerasan Seksual sebagai Praktik

Kolaboratif Kebijakan

Menurut Gillham dalam melakukan
pencegahan  kekerasan seksual, ada
beberapa strategi yang dapat dilakukan
untuk mencegah kekerasan seksual yaitu

diantaranya:

Salah satu strategi untuk mengurangi
masalah perilaku adalah pencegahan
primer, yang melibatkan mempengaruhi
orang  sebelum  mereka  memiliki
kesempatan untuk mengambil tindakan.
Mengatasi kekerasan seksual
membutuhkan kerja sama dari berbagai
pihak, termasuk pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dr.
Philipus M. Hadjon menekankan perlunya

perlindungan hukum bagi anak-anak dan



remaja dari tindakan pelecehan seksual,
serta pentingnya partisipasi aktif dari
semua  pihak  dalam  menciptakan

lingkungan yang aman (Dimas Lugqito).
METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini  peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam
prosesnya, metode penelitian kualitatif
memanfaatkan  landasan  teori  yang
memiliki perspektif subjektif. Maka dari
itu, metode penelitian kualitatif
mengutamakan pengamatan fenomena
serta mendalami substansi dari fenomena
yang  diteliti.  Selain  itu,  dapat
mengembangkan konsep pada masalah
yang akan diteliti, serta melihat realitas

yang berkaitan dengan landasan teori.

Penelitian kualitatif digunakan untuk
analisis dengan pendekatan induktif untuk
memaknai suatu konsep dan memberikan
deskripsi pada masalah yang diangkat
dalam topik ini. Dalam penelitian ini
peneliti  berupaya untuk memberikan
gambaran atau mendeskripsikan mengenai
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
dalam Menangani Kasus Kekerasan

Seksual di Kota Cimahi.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintah
dan Masyarakat dalam Menangani

Kekerasan Seksual di Kota Cimahi

Teori Collaborative Governance
yang dikembangkan oleh Ansell &
Gash (2008) digunakan sebagai
dasar analisis dalam memahami
kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat dalam menangani kasus
kekerasan seksual di Kota Cimahi.
Berdasarkan teori ini, terdapat
beberapa komponen utama dalam
proses kolaborasi yang menjadi
acuan dalam penelitian, yaitu
kondisi awal, desain kelembagaan,
proses kolaborasi, serta

kepemimpinan fasilitatif.

Satgas Perlindungan Anak
Terpadu  Berbasis = Masyarakat
(PATBM) dan Satgas Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(PKDRT) dibentuk oleh
DP3AP2KB Kota Cimahi pada
2017 di setiap kelurahan. Masing-
masing satgas terdiri dari tiga
anggota, termasuk tokoh agama,
psikolog, dan aktivis masyarakat,
dengan total 45 kader. Mereka
dilatth  untuk  deteksi  dini,
konseling, serta rujukan korban ke
P2TP2A atau Puspaga. DP3AP2KB
belum memiliki riwayat konflik
atau kerja sama sebelumnya dalam
menangani kasus kekerasan
seksual. Pada awalnya, hanya 1-5

kasus yang dilaporkan per tahun,



tetapi laporan meningkat seiring
edukasi dan sosialisasi program.
Kenaikan  ini  mencerminkan
keberhasilan pemerintah dalam
membangun kepercayaan
masyarakat, sehingga lebih banyak

korban berani melapor.

Struktur tata kelola kolaborasi
dalam penanganan kasus kekerasan seksual
di Kota Cimahi melibatkan berbagai aktor
lintas sektor. Kelurahan berperan dalam
assessment awal dan bekerja sama dengan
BABINSA, tim di Abiyoso, serta PEKSOS
untuk intervensi sosial. Kasus kemudian
dilaporkan ke DP3AP2KB, sementara TNI
dan Polri dilibatkan jika diperlukan
tindakan hukum. Dalam kasus anak sebagai
korban atau pelaku (ABH), pendampingan
wajib dilakukan oleh PEKSOS, BAPAS,
dan LAHA sesuai Undang-Undang
Perlindungan Anak, sedangkan korban
kelompok  rentan seperti KDRT
mendapatkan layanan dari P2TP2A.

P2TP2A juga berfungsi sebagai
fasilitator yang menghubungkan korban
dengan layanan pemerintah lain, termasuk
koordinasi dengan puskesmas dan fasilitas
kesehatan untuk memastikan akses layanan
medis. Transparansi dalam kolaborasi
dijaga melalui pelaporan rutin oleh PKK,
Posyandu, dan Posbindu kepada kelurahan,
yang kemudian melakukan monitoring dan

evaluasi berkala. Sistem ini memastikan

setiap keputusan dapat
dipertanggungjawabkan, serta menjamin
efektivitas program perlindungan dan

pemulihan bagi korban.

2. Peran Aktor dalam Kolaborasi
Penanganan Kekerasan Seksual di Kota

Cimahi

Pemerintah  menangani  kasus
kekerasan seksual secara strategis melalui
kebijakan, undang-undang, dan sistem
perlindungan untuk menciptakan rasa
aman, khususnya bagi perempuan dan anak.
Di Kota Cimahi, pemerintah berkolaborasi
dengan berbagai pihak, seperti
DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA Polres
Cimahi, psikolog, serta masyarakat dalam
menangani kasus kekerasan seksual secara

menyeluruh, dari pencegahan hingga

pemulihan korban.

DP3AP2KB berperan dalam memfasilitasi
layanan bagi korban melalui P2TP2A dan
PUSPAGA, termasuk sosialisasi,
pendampingan hukum, dan rehabilitasi
psikologis. Program "PUSPA GOES TO
SCHOOL" memberikan edukasi kepada
anak-anak tentang pencegahan kekerasan.
P2TP2A menyediakan layanan pengaduan,
perlindungan, konseling, advokasi, dan
pemberdayaan ekonomi bagi korban agar

dapat mandiri.

Unit PPA Polres Cimahi menangani kasus

secara represif berdasarkan peraturan yang



berlaku, bekerja sama dengan P2TP2A dan
lembaga terkait. Selain itu, mereka juga
melakukan penyuluhan hukum untuk
meningkatkan  kesadaran  masyarakat.
Psikolog memainkan peran penting dalam
mendampingi korban dengan terapi dan
konseling guna membantu pemulihan

mental mereka.

Kelurahan dan masyarakat turut berperan
dalam pencegahan dengan melakukan
sosialisasi melalui RT/RW, tokoh agama,
dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama
ini  bertujuan meningkatkan respons
terhadap  kasus  kekerasan  seksual,
memastikan perlindungan bagi korban, dan
menciptakan ekosistem yang lebih inklusif

serta peduli terhadap isu kekerasan seksual.

3. Dampak dan Pembelajaran dari
Kolaborasi Terhadap Efektivitas
Penanganan Kasus Kekerasan

Seksual di Kota Cimahi

Kolaborasi  antara  pemerintah  dan
masyarakat di  Kota Cimahi telah
meningkatkan  efektivitas  penanganan
kasus kekerasan seksual. Melalui kerja
sama antara DP3AP2KB, organisasi
masyarakat sipil, komunitas lokal, serta
individu, sistem penanganan yang lebih
komprehensif, cepat, dan responsif berhasil
dibangun.  Keuntungan utama  dari
kolaborasi ini mencakup peningkatan akses

korban ke layanan hukum, psikologis, dan

sosial, serta percepatan penyelesaian kasus

dari tahap pelaporan hingga proses hukum.

DP3AP2KB secara aktif melakukan
sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat, informasi

layanan melalui P2TP2A dan PUSPAGA,

menyediakan
serta  mendorong  pelaporan  kasus
kekerasan seksual. Upaya ini juga
membantu mengurangi stigma terhadap
korban dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pencegahan kekerasan

seksual.

Meskipun jumlah laporan kasus meningkat,
hal ini menunjukkan keberhasilan program
dalam mendorong lebih banyak korban dan
saksi untuk melapor. Dengan koordinasi
yang lebih baik antara pemerintah dan
masyarakat, sistem penanganan kekerasan
seksual dapat terus diperbaiki demi
perlindungan hak-hak korban secara

berkelanjutan.
KESIMPULAN

Kolaborasi pemerintah dan masyarakat
dalam menangani kekerasan seksual di
Kota Cimahi berjalan baik, namun belum
maksimal. Masih banyak masyarakat yang
enggan melapor, dan penanganan kasus
masih bergantung pada partisipasi aktif

masyarakat.

Pemerintah, melalui DP3AP2KB, P2TP2A,
Unit PPA, dan PATBM, telah menyediakan

layanan sesuai tugasnya serta melakukan



sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
publik. Namun, efektivitas program ini
tetap sangat bergantung pada keterlibatan
masyarakat dalam penerapannya di

lingkungan sekitar.
SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi
dalam menangani kekerasan seksual di
Kota Cimahi, beberapa langkah dapat
diambil. Masyarakat perlu lebih responsif
dalam melaporkan kejadian, mendukung
korban, serta berpartisipasi dalam upaya
pencegahan. Pemerintah sebaiknya tidak
hanya melatih lembaga terkait, tetapi juga
membekali

masyarakat dengan

keterampilan dalam mendeteksi dan

melaporkan kasus kekerasan seksual.
Selain itu, akses layanan perlu diperluas,
misalnya dengan menyediakan pos layanan
di tingkat kelurahan agar korban dapat
segera mendapatkan bantuan dan kasus

lebih cepat terdeteksi.
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